PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk mengis formas yang lowong dan mendapatkan Pegawa Neg

eri Spil yang profesond, berkuditas serta mewujudkan obyektivitas daam pelaksanaan
pengadaan Pegawa Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembai ketentuan mengenai
pengadaan Pegawa Negeri Sipil ddam Peraturan Pemerintah,

Mengingat:

1. Peasd 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagamana teah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsd Sebaga Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawal Negeri Spil (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

7. Peaturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formes Pegawa Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WEWENANG PENGADAAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasa 1

Daam Peraturan Pemerintahini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Pegawa Negei Spil addah kegiaan untuk mengis formes yang
lowong.

2. Pgabat Pembina Kepegawaian addah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara,
Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden,
Kepda kepolisan Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Pimpinan Kesskretariatan Lembaga  Tertinggi/Tinggi  Negara, Gubernur  dan
Bupati/Wdikota.



Pasal 2
(1) Pengadaan Pegawa Negeri Spil dilakukan mula dari  perencanaan, pengumumean,
pelamaran, penyaringan, pengangkatan Cadon Pegawa Negeri Sipil sampa dengan
pengangkatan menjadi Pegawal Negeri Sipil.
(2) Pengadaan Pegawa Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pgjabat Pembina Kepegawaian.

Pesal 3
Setigp Warga Negara Republik Indonesa mempunya kesempatan yang sama  untuk
melanar menjadi Pegawa Negeri Spil sstddlah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB II
PERENCANAAN, PENGUMUMAN, PERSYARATAN,
DAN PELAMARAN

Pasd 4
Pgjabat Pembina Kepegawaian membuat perencanaan pengadaan Pegawal Negeri Sipil.

Pasal 5

(1) Lowongan formas Pegawa Negeri Spil diumumkan sduas-luasnya oleh Pegabat
Pembina K epegawaian.

(2) Pengumumen dilakukan pding lambat 15 (lima beas) hai sebdum tanggd
penerimaan lamaran.

(3) Ddam pengumuman sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dicantumkan :

jumlah dan jenis jabatan yang lowong;

gyarat yang harus dipenuhi oleh setigp pdlamar;

damat dan tempat |lamaran ditujukan; dan

batas waktu penggjuan lamaran.
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Pasal 6

Syarat yang harus dipenuhi oleh setigp pelamar adalah :

a. WargaNegaralndonesig;

b. berusa serendah-rendahnya 18 (delgpan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga
puluh lima) tahun;

c. tide&k pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang
sudah mempunya kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana
ke ahatan;

d. tidek pernah diberhentikan dengan hormat tidek atas permintaan sendiri atau tidak

dengan hormat sebaga Pegawal Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat

sebagal pegawa swasta;

tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawa Negeri;

mempunya pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;

berkelakuan baik;

sehat jasmani dan rohani;

bersedia ditempatkan di sduruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain

yang ditentukan oleh Pemerintah; dan

j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
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BAB Il
PENYARINGAN

Pasa 7
(1) Ujian penyaringan bagi pdamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu
panitiayang dibentuk oleh Pgjabat Pembina K epegawaian.
(2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) addah :
a.  menyigpkan bahan ujian;
b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;



C. menentukan tempat dan jadwd ujian;

d. menydenggarakan ujian;

e. memeriksadan menentukan hasil ujian.
(3) Materi ujian mdiputi :

a Test kompetens;

b. Pskotes.

Pasd 8
Pgabat Pembina Kepegawaian menetgpkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan

[ulus ujian penyaringan.

BAB IV
PENGANGKATAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9
Pdamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud daam Pasal 8,
wagib menyerahkan kelengkapan administras sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
(1) Daftar pdamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagamana  dimaksud
ddam Pasd 9 yang akan diangkat menjadi Cdon Pegawa Negeri Sipil disampaikan
oleh Pgabat Pembina Kepegawaian kepada Kepaa Badan Kepegawaian Negara
untuk mendapat nomor identitas Pegawai Negeri Sipil.
(2) Ddam menyampakan daftar pdamar sbagamana dimeksud ddam aya (1)
dilengkapi data perorangan sesual dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 11

(1) Pdamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberiken nomor identitas
Pegawa Negeri Sipil diangkat sebagal Pegawal Negeri Sipil.

(2) Pengangkatan Caon Pegawa Negeri Sipil sebagimana dimaksud ddam ayat (1),
ditetapkan dengan keputusan Pgjabat Pembina K epegawaian.

(3) Pengangkatan Caon Pegawa Negeri Sipil seébagamana dimeksud daam ayat (2)
dilakukan ddam tahun anggaran berjdan, dan penetgpannya tidak boleh berlaku
surut.

(4) Golongan ruang yang ditetgpkan untuk pengangkatan sebaga Caon Pegawa Negeri
Spil, addah:

a Golongan ruang l/a bagi yang pada ssat meamar serendah-rendshnya memiliki
dan menggunekan Surat Tanda Tamat Belgar/ljazah Sekolah Dasar atau yang
setingkat;

b. Golongan ruang l/c bagi yang pada saat medamar serendahrrendahnya memiliki
dan menggunekan Surat Tanda Tamat Begarl/ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama atau yang setingkat;

c. Golongan ruang ll/a bagi yang pada ssat meamar serendahrendahnya memiliki
dan menggunakan Surat Tanda Tamat Begar/ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, Diplomal, atau yang setingket;

d. Golongan ruang ll/b bagi yang pada ssat meamar serendahrendahnya memiliki
dan menggunakan Sura Tanda Tama Bedgar/ljazah Sekolah Guru Pendidikan
Luar Biasa aau Diplomall;

e. Golongan ruang ll/c bagi yang pada saat meamar serendahrendahnya memiliki
dan menggunakan ljazah SarjanaMuda, Akademi, atau Diplomalll;

f. Golongan ruang lll/a bagi yang pada saat mdamar serendah-rendshnya memiliki
dan menggunakan ljazah Sarjana (S1), atau DiplomalV;

g. Golongan ruang /b bagi yang pada saat melamar serendahrendahnya memiliki
dan menggunakan ljazah Dokter, ljazah Apoteker dan ljazah lan yang setara,
Magigter, atau ljazah Spesdisl;



h. Golongan ruang lll/c bagi yang pada saat melamar serendahrendahnya memiliki
dan menggunakan |jazah Doktor (S3), atau ljazah Spesdisll;

(5) ljazah sebagamana dimeksud ddam ayat (4) addah ljazah yang diperoleh dari
sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau ljazah yang diperolen dari sekolah
atau Perguruan Tinggi Swadta yang telah diakredites oleh Menteri yang bertanggung
jawab di bidang pendidikan nasional atau pegabat lan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku berwenang menye enggarakan pendidikan.

(6) ljazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di luar Negeri hanya dapat
dihargal apabila telah digkui dan ditetapkan sedergat dengan ljazah dari Sekolah atau
Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendidikan nasond atau pgabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku berwenang menye enggarakan pendidikan.

Pasal 12

(1) Hak aas ggi bagi Cdon Pegawa Negeri Spil mula berlaku pada tanggd yang
bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat
pernyataan oleh kepala kantor/satuan organisas yang bersangkutan.

(2) Cdon Pegawa Negeri Sipil yang penempatannya jauh dari tempat tingganya sudah
dianggap nyata melaksanakan tugas sgak ia berangkat menuju tempat tugasnya, yang
dibuktikan dengan surat perintah perjdanan/penugasan dari pejabat yang berwenang
menugaskan.

Pasal 13

(1) Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan ggi pokok pengangkatan
pertamaadaah :

a sdama menjadi Pegawa Negeri Spil, kecudi sdama menjdankan cuti diluar
tanggungan negara;

b. sdamamenjadi Pgabat Negarg;

c. seamamenjdankan kewgjiban untuk membela negara; atau

d. sdamamenjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah.

(2) Masa kerja sebaga pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar
lingkungan badanbadan pemerintah yang tigp-tigp kdi tidek kurang dari 1 (satu)
tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan Y2 (setengah) sebaga masa kerja untuk
penetapan ggji pokok dengan ketentuan sebanyak- banyaknya 10 (sepuluh) tahun.

BABV
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasa 14

(1) Cdon Pegawa Negei Spil yang tdah menjdankan masa percobaan sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun dan pding lama 2 (du@) tahun, diangkat menjadi Pegawal
Negeri Sipil oleh Pgabat Pembina Kepegawaian daam jabatan dan pangkat tertentu,
goabila:

a.  setigp unsur penilaian prestas kerja sekurang-kurangnya bernilai balk;

b. tdah memenuhi syaat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangka menjadi
Pegawa Negeri Sipil; dan

c. tdah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prgabatan.

(2) Syaat sebagamana dimeksud daam ayat (1) huruf b dinyatekan ddam surat
keterangan yang dikduarkan olen Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan
yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

(3) Syaa sebagamana dimaksud ddam ayat (1) huruf ¢ dinyatakan dengan Surat Tanda
Tama Pendidikan dan Pelaihan Prgabatan yang ditetapkan oleh Pgabat Pembina
Kepegawaian.

(4) Tanggd mula berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawva Negeri Sipil
tidak boleh berlaku Surut.



Pasal 15
Cdon Pegava Negeri Spil yang tdah menjdankan masa percobaan lebih dari 2 (dud)
tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud daam Pasal 14 ayat (1) tetapi
karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawa Negeri Sipil hanya dapat diangkat
menjadi Pegawa Negeri Spil gpabila dasannya bukan karena kesdahan yang
bersangkutan.

Pasd 16
Caon Pegawa Negeri Spil sebagamana dimaksud ddam Pasd 14 ayat (1) dan Pasd 15
yang diangkat menjadi Pegawa Negeri Sipil diberikan pangkat :
Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 1/a;
Juru bagi yang telah diangkat daam golongan ruang I/c;
Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang [1/g;
Pengatur Muda Tingkat | bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 11/b;
Pengatur bagi yang telah diangkat daam golongan ruang I1/c
Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 111/a.
Penata Muda Tingkat | bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I11/b.
Penata bagi yang telah diangkat daam golongan ruang I11/c.
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Pasal 17

(1) Cdon Pegawa Negei Spil yang tewas diangkat menjadi Pegawa Negeri Sipil
terhitung mula awad bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas.

(2) Cdon Pegawa Negei Spil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji
Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi ddam semua jabatan negeri diangkat
menjadi Pegawval Negeri Spil terhitung mulai tanggd surat keterangan Tim  Penguii
K esehatan yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 18
(1) Cdon Pegawa Negeri Sipil diberhentikan apabila:

a.  menggukan permohonan berhenti;

b. tidak memenuhi syarat kesehatan;

c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prgabatan;

d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tuges,

e. menunjukkan skap dan budi peketi yang tidek bak yang dapat mengganggu

lingkungan pekerjaan;

dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

pada waktu meamar dengan sengga memberikan keterangan atau bukti yang
tidak benar;

h. dihukum penjara aau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah
mempunyal  kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengga meakukan
sesuatu tindak pidana kgahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana keahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; atau

i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

(2) Cdon Pegawva Negei Spil yang diberhentikan karena ketentuan sebagamana
dimaksud dalam ayat (1) huruf & b, ¢, d, dan e diberhentikan dengan hormat

(3) Cdon Pegawa Negei Spil yang diberhentiken karena ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf g, h, dani diberhentikan tidak dengan hormat

(4) Cdon Pegawa Negeri Spil yang diberhentikan karena ketentuan sebagamana
dimeksud ddam aya (1) huruf f diberhentikan dengan hormat aau tidak dengan
hormeat.

«Q



Pasal 19
Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasd 18, ditetapkan oleh Pgabat Pembina

K epegawaan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20
Anggaran untuk menydenggarakan pengadaan Pegawa Negeri Sipil Pusat dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pengadaan Pegawa Negeri Sipil
Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21
Untuk mengis lowongan formas sebagaimana dimaksud daam Pasd 2, dapat dilakukan
meldui  penyduran kdebihan Pegawa Negei Spil dai  indans  pemeintah
Pusat/Dagrah yang mengdami penyederhanaan organises sesua dengan ketentuan yang
berlaku.

Pasal 22
Untuk membangun data kepegawaian Pegawa Negeri Sipil secara nasond, Pgabat
Pembina Kepegawvaian wgib menyampaikan tembusan surat keputusan pengangkatan
sebaga Cdon Pegawa Negeri Sipil dan surat keputusan pengangkatan menjadi Pegawal
Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini
diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasd 24
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerinteh Nomor 6
Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawa Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 1983 tentang Perlakuan Khusus Terhadgp Cdon Pegawa Negeri Spil Yang
Tewas dan Cacat Karena Dinas, sarta segda ketentuan lain yang bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatanggd diundangkan.

Agar sdtigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jekarta
padatangga 10 Nopember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jekarta

padatangga 10 Nopember 2000

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DJOHAN EFFENDI



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 195



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 98 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Pengadaan Pegawal Negeri Sipil addah proses kegiatan untuk mengis formas yang
lowong. Lowongan formas ddam suatu satuan organisss Negara pada umumnya
dissbabkan adanya Pegawa Negei Spil yang berhenti, meninggd dunia, mutes
jabatan dan adanya pengembangan organisas. Oleh karena pengadaan Pegawal
Negeri Spil addah untuk mengis formes yang lowong, maka pengadaan
dilaksanakan aas dasar kebutuhan, bak daam ati jumlah dan mutu pegawal,
maupun kompetend jabatan yang diperlukan.

Sehubungan dengan hd terscbut, maka setigp Warga Negara Indonesia yang
memenuhi  syaat yang ditentukan ddam Peraturan Pemeintah ini - mempunya
kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawa Negeri Sipil.
Ha ini berati bahwa pengadaan Pegawai Negeri Spil harus didasarkan  aas
kebutuhan dan dilakukan secara obyektif sesual dengan syarat yang ditentukan.

Untuk menjamin kuditas dan obyektivitas serta untuk mewujudkan Pegawa Negeri
Spil yang profesond, dipandang perlu mengatur kembai mengena syarat dan tata
cara pengadaan Pegawa Negeri Sipil.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayai(l)

Cukup jelas

Ayat (2)

Khusus dilingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer,
Sekretariat  Presiden, dan Sekretariat  Wakil Presiden, penyeenggaraan urusan
adminisras  kepegawaian ddam rangka pengadaan Pegawa Negeri Sipil  yang
menjadi  wewenang Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer,
Sekretaris Presden dan Sekretaris Wakil Presden dilaksanakan dan dikoordinasikan
oleh Sekretaris Kabinet.

Penjeasan ini berlaku seanjutnya daam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Daam ketentuan ini yang dimaksud dengan perencanaan pengadaan Pegawa Negeri
Spil addah penjadwdan kegiadan yang dimula dari inventarisass lowongan jabatan
yang teah ditetgpkan dadam formas beserta syarat jabatannya, pengumuman,
peamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi Cadon Pegawai Negeri Sipil sampa
dengan pengangkatan menjadi Pegawa Negeri Sipil.

Pasal 5

Aya (1)

Pengumuman lowongan formas  dilakukan medui media massa davatau bentuk
lannya

Ketentuan ini  dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada sebanyak
mungkin Warga Negara Indonesa untuk menggukan lamaran, dan memberikan lebih



banyak kemungkinan bagi indans untuk memilih Cdon yang cekap ddam
melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Aya (1)

Panitia yang dimaksud dadam ketentuan ini terdiri  sekurang-kurangnya 3 (tiga)
pgabat, yaitu seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan
seorang anggota.

Apabila jumlah angota paenitia lebih dai 3 (tigd) orang, meka jumlahnya harus
merupakan bilangan ganjil.

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Lembar jawaban diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemeriksa.

Aya (3)

Huruf a

Materi test kompetens disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan.

Huruf b

Penydlenggaraan psikotes disesuakan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan
kemampuan indans masing-masing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Keengkapan adminidras yang dimeksud daam Pasa ini termasuk surat pernyataan
yang bersangkutan untuk melepaskan dari jabatan pengurus dan/atau anggota parta
polittk ddam hd yang bersangkutan pada ssat dinyatakan Iulus ddam ujian
penyaringan masih menjadi pengurus darv/atau anggota partai politik.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Yang dimaksud dengan penetgpan pengangkatan Caon Pegawa Negeri Spil tidak
boleh berlaku surut dalam ketentuan ini addah gpabila penetapannya pada bulan yang
sedang berjdan, maka mula berlakunya adaah tanggd 1 (satu) bulan berikutnya

Ayat (4)

Huruf asampa dengan huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan ijazeh lan yang setara addah ijazah yang dikduarkan oleh
perguruan tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah dokter dan
ijazeh apoteker, yang penetapan kesataraannya dilaksanakan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan nasiond.

Huruf h

Cukup jelas



Ayat (5) sampai dengan ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Aya (1)

Huruf adan huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Masa selama menjadankan tugas pemerintahan antara lain masa penugasan sebagai:

- Lokd Staf pada Perwakilan Republik Indonesadi luar negeri;

- Pegawal tidak tetap;

- Perangkat Desa;

- Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasiond;

- Petugas pada pemeintahan lainnya yang penghaslannya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Huruf d

Masa sdama menjdankan kewgiban untuk membeda Negara, antara lan sebaga

berikut:

- Prgurit Wagjib; dan

- Sukardlawan.

Huruf e

Perusshaan milik Pemerintah terdiri dari Badan Usaha milik Negara dan Badan

Usahamilik Daerah.

Ayét (2)

Dadam ketentuan ini yang dimeksud dengan perusshaan yang berbadan hukum

termasuk perusahaan swasta asng yang berbadan hukum.

Pasal 14

Aya (1)

Masa percobaan 1 (sau) tahun dihitung sgak terhitung mula tanggd yang

bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawal Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayal(3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Aya (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf asampal dengan f

Cukup jelas

Huruf g

Daam keterangan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau  bukti-

bukti yang tidek benar addah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian

pada Negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tideak memenuhi syarat

untuk diangkat sebagal Cadon Pegawa Negeri Spil, misanya pada waktu meamar

memberikan keterangan tidek pernah diberhentikan tidek dengan hormat, padahd



pernah dikenakan pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan

itu.

Huruf hdan i

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cdon Pegawa Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin:

a. tingkat sedang, diberhentikan dengan hormat sebagai Caon Pegawa Negeri Sipil;

b. tingkat berat, diberhentikan tidak dengan hormat sebaga Cadon Pegawa Negeri
Spil.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas
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